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Abstract

The Indonesian law number 22 on 1999 has convince that the territory of
United Republic of Indonesia divided into autonomy province, district and city.
Under spirit of decentralization, there were several important issues need to be
assert; institutional establishments, availability of human resources especially
personnel of district governance and financial ability of district to dig autonomy
incomes. As long as decentralization process, qualities of local governance
apparatus were significant instrument for succeeding district governance. So well,
those reason were insist a scientific study to evaluate the local policy on
performance appraisal system that had been implemented by district governance.

Depart from these facts, the study hard try to explain performance
appraisal system on governance apparatus of Natuna district. Through
performance appraisal system, improvement of a plan to fix Jocal decays just had
enable to analyzed. So forth, the study proposes four problems; first, has
performance appraisal system of district governance apparatus at education
department committed original goals of local autonomy?. Second, have channels
and mechanism of judgments on the performance appraisal system committed
original goals of local autonomy? Third, have rewards and punishments
instrument in the performance appraisal system committed original goal of local
autonomy?. Fourth, how is ideal formulation of effective performance appraisal
system to support performance of local governance?

Analysis of the study depart from explanation of local governance vision
and mission as well as formulated on the Rencana Strategis (Rentsra or Strategic
planning) of Natuna’s district governance to perform ideal performance appraisal
system. Then, the study goes on rewards base performance as well as constituted
by law number 22/1999, law number 25/1999 and law number.28/1999 related
principles of decentralization and autonomy. Next, the study analyzed factual
performance appraisal system that had been implemented by local education
department of Natuna. According to the analysis, there were concluded that
generally performance appraisal system at local education department on Natuna
district have not committed original goals of decentralization and implementation
of local autonomy yet. Therefore, well, neither have channels and mechanism of
judgments, and rewards and punishments instrument on the performance appraisal
system.

As closure of the study, several recommendations have been formulated to
perform ideal performance appraisal system for local govemance of Natuna,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD or local people representative council)
of Natuna, Badan Kepegawaian Daerah (BKD or Corporation of State Personnel)
of Natuna and State religion department of Indonesia (Departemen Agama RI)
involve; to concern local dimension and professionalism, completing with two
correlated variables; first variable of channels and mechanism instruments that
comfortable with spirit of decentralizations, and second is variable of rewards
and pumshments that comfortable w1th educatlon ﬁelds on Natuna and completing
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Abstraksi

Undang-Undang RI No 22 Tahun 1999 menyebutkan, bahwa wilayah negara
kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan
Daerah Kota yang bersifat otonom. Dalam semangat otonomi daerah tersebut,
terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu kemantapan kelembagaan
dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, khususnya aparatur
pemerintah daerah, serta kemampuan keuangan daerah untuk menggali sumber
pendapatannya sendiri. Dalam proses desentralisasi, kualitas aparatur pemerintah
daerah sangat menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sehingga
diperlukan suatu kajian untuk mengevaluasi sistem penilaian kinerja yang telah
diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

Dari kegelisahan inilah, penelitian ini mencoba menjelaskan sistem
penilaian kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Natuna Riau. Melalui
penilaian kinerja memungkinkan tegjadinya pengembangan satu rencana untuk
memperbaiki berbagai kemerosotan yang sudah digali dari penilaian. Penelitian ini
mengajukan empat permasalahan; Pertama, apakah sistem penilaian kinerja aparatur
pemerintah di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Natuna Riau memenuhi tujuan
pelaksanaan otonomi daerah ? Kedua, apakah jalur serta mekanisme
pertanggungjawaban kinerja aparatur pemerintah di Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Natuna Riau memenuhi tujuan otonomi daerah ?. Ketiga, apakah reward
and punishment system yang berlaku dalam mengevaluasi sistem kinerja aparatur
pemerintah di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Natuna Riau memenuhi tujuan
pelaksanaan otonomi daerah ?. Keempat, bagaimanakah sistem penilaian kinerja
aparatur pemerintah yang efektif guna pelaksanaan otonomi daerah?

Analisa dalam penelitian dilakukan dengan menganalisa sistemn penilaian
kinerja dari perspektif visi dan misi yang dirumuskan dalam Rencana Strategis
Kabupaten Natuna Riau, menganalisa sistem penghargaan berbasis kinerja
sebagaimana undang-undang kepegawaian dan peraturan lain yang mengikat sistem
kepegawaian pemda Kabupaten Natuna Riau, menganalisa sistem penilaian kinerja
sebagaimana yang dikehendaki oleh UU No0.22/1999, UU No.25/1999 dan UU
No.28/1999 terkait dengan kaidah-kaidah desentralisasi dan otonomi daerah serta
menganalisa sistem penilaian kinerja yang secara faktual berlaku pada Dinas.
Pendidikan Nasional Kabupaten Natuna Riau. Berdasarkan analisa disimpulkan
bahwa secara umum sistem penilaian kinerja, mekanisme dan jalur
pertanggungjawaban serta. reward and punishment system yang berlaku dalam
sistem penilaian kinerja pada dinas pendidikan nasional kabupaten Natuna Riau
belum sepenuhnya memenuhi tujuan pelaksanaan otonomi daerah,

Selanjutnya, sejumlah rekomendasi dikemukakan kepada Pemerintah
Daerah, DPRD, BKD Kabupaten Natuna serta Departemen Agama RI untuk
membangun sistem penilaian kinetja yang ideal bagi Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Natuna Riau yakni; memperhatikan dimensi kedaeraban dan dimensi
profesionalitas, melengkapi diri dengan dua variabel yaitu variabel mekanisme dan
jalur pertanggungjawaban yang sesuai dengan semangat otonomi daerah dan
va.nabel reward dan pumshmnet yang sesual dengan kompetensi dunia pendidikan
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